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P U T U S A N

Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.TALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu

pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Gugatan Perceraian antara; 

xxx,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada  Aurgi,  S.H., Advokat  yang

berkantor di Kantor Hukum Aurgi, S.H., & Partners yang

beralamat di  Jalan Simpang Empat Manggopoh,  Jorong

Rambah,  Nagari  Ampek  Koto  Barat,  Kecataman  Kinali,

Kabupaten Pasaman Barat,  dalam hal  ini  menggunakan

domisili  elektronik  dengan  alamat  email:

aurgihk@gmail.com,  Selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

Melawan

xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 telah

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Talu dengan Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 25 Juni  2024,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Kamis tanggal xxx;
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2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal

bersama sampai saat ini dan Tergugat tidak pernah bergaul sebagaimana

layaknya  suami istri;

3. Bahwa Penggugat  tidak  pernah  sama sekali  merasakan  kebahagiaan

dan keharmonisan berumah tangga bersama Tergugat. Dari awal Tergugat

terkesan hanya mempermainkan pernikahan yang sakral ini. Adapun hal-

hal yang Penggugat alami dan rasakan setelah melansungkan pernikahan

dengan Tergugat ialah sebagai berikut:

a. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah

tinggal bersama;

b. Bahwa Tergugat bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

c. Bahwa  Penggugat  sempat  diusir  setelah  dari  rumah kediaman

Tergugat disaat melakukan pesta pernikahan disana;

d. Bahwa Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai

seorang suami

4. Bahwa  Penggugat  dan  juga  dibantu  oleh  keluarga  Penggugat  telah

berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak

membuahkan hasil sama sekali; 

5. Bahwa  pernikahan  yang  terkesan  dipermainkan  oleh  Tergugat  telah

mencoreng  dan  merusak  nama  baik  Penggugat  maupun  keluarga

Penggugat, maka dari itu Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk

membangun dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa karena sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa hubungan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan bisa dipertahankan lagi,

maka dari itu Penggugat Mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Agama

Talu.

Bahwa berdasarkan keterangan, alasan-alasan dan dasar hukum yang kuat

tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama talu cq.

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang

amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sughra xxx;

3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidair

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  ke  muka  sidang  dengan  didampingi  Kuasa  Hukum,  sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

secara resmi  dan patut  yang relaas panggilannya telah dibacakan di  dalam

sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu

halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa

Hukum. Terhadap Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan

beracara  di  muka  sidang  Pengadilan  Agama Talu  yang  ternya  telah  sesuai

dengan persyaratan formil  dan materil  untuk beracara di  Pengadilan Agama

Talu;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti berupa; 

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 430/51/IX/2022, yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Kinali  Kabupaten

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;, Provinsi Sumatera Barat; yang

bermaterai  cukup,  nazegelen pos,  kemudian  Ketua  Majelis  meneliti  dan

mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut

cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;
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B. Saksi;   

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah

yang keterangannya sebagai berikut;

1. xxx;

- Bahwa sejak menikah pada xxx;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

yang baik, karena sejak menikah tidak pernah bergaul seperti suami-istri

disebabkan karena permasalahan ketika pesta;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa  permasalahan  rumah  tangga   Penggugat  dengan

Tergugat   semakin  lama  semakin  memuncak,  akhirnya  Penggugat

berpisah  dengan  Tergugat  sejak  awal  perkawinan  sampai  sekarang

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa  Keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan  namun

tidak berhasil;

2. xxx; 

- Bahwa sejak menikah pada xxx;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah

berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga

yang baik, karena sejak menikah tidak pernah bergaul seperti suami-istri

disebabkan karena permasalahan ketika pesta;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

- Bahwa  permasalahan  rumah  tangga   Penggugat  dengan

Tergugat   semakin  lama  semakin  memuncak,  akhirnya  Penggugat

berpisah  dengan  Tergugat  sejak  awal  perkawinan  sampai  sekarang

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa  Keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan  namun

tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti

lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya

untuk bercerai dengan Tergugat;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya

bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah  melakukan

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo

Pasal  49 ayat  (1)  Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang

Nomor 50 Tahun 2009) ; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  sengketa  di  bidang

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P Penggugat berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Agama Talu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Pengadilan  Agama  Talu  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan

menyelesaikan  Perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  yang  merupakan  akta  otentik  dan  telah

bermeterai  cukup dan  cocok  dengan aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan

antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  meteriil,  serta
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mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana  dikehendaki

oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  terakhir

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara  verstek.  Sebagaimana ketentuan Pasal  149 ayat  (1)  R.Bg.  dan dalil

syar'i : 

فهو           يأته فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

له -   :    حق ل قال أو  ظالم

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat)  tidak hadir sehingga tidak dapat

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.

Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

bersumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur  dalam

Pasal 172 ayat (1) angka 1 hingga 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat adalah bahwa

keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga

antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak

dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana yang diatur  dalam Pasal  308 -  309

R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan

tidak dapat diterima sebagai alat bukti; Akan  tetapi  keterangan  saksi

mengenai  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sejak  awal

menikah  adalah  fakta  yang  dilihat/dialami/didengar  sendiri.  Oleh  karena  itu,

keterangan  kedua  orang  saksi  mengenai  pisah  rumah  antara  Penggugat

dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana yang

diatur  dalam Pasal  308 -  309 R.Bg.,  sehingga keterangan tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan

salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran

sendiri  tentang  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah Penggugat

dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal menikah;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  lain  dari  Majelis  sejalan  dengan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  299  K/AG/2003

tanggal  8  Juni  2005  yang  menyatakan  bahwa  keterangan  dua  orang  saksi

dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg)
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mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  dalil  pembuktian,  untuk  itu  harus

dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

menyatakan  bahwa  saksi  yang  tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran

antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah

rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati  suami istri  sudah pecah dan

sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak

dapat  didamaikan lagi,  oleh karena itu keterangan dua orang saksi  tersebut

memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saksi  1  dan  saksi  2,  terbukti  fakta

kejadian sebagai berikut;

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal menikah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal menikah;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إن           لزوجته جاز مقبول عذر بل فاكثر سنة الزوج غاب إذا

بعده         من تضررت إذا بائنا تطليقها القاضى الى تطلب

منه        النفاق تستطيع مال له كان ولو .عنها

Artinya : “Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima

selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan
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cerai  kepada hakim dengan talak  bain  jika  dia  merasa dirugikan,

walaupun sang suami  memiliki  harta  yang dapat  dijadikan nafkah

untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx);

4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  23  Juli  2024  Masehi bertepatan

dengan 17 Muharram 1446  Hijriah oleh  Latif  Mustofa, LLM.,  sebagai ketua

Majelis  dan  Wisnu Rustam Aji,  S.H.,  M.H.  serta  Muhamad Tambusai  Ad

Dauly, S.H.I., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Bustami,  S.H.,  M.A.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota Ketua Majelis
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Wisnu Rustam Aji, S.H., M.H. Latif Mustofa, LLM.
Hakim Anggota

Muhamad  Tambusai  Ad  Dauly,

S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Bustami, S.H., M.A.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 36.000,00
Biaya Pemberitahuan : Rp 18.000,00
PNBP : Rp 30.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 209.000,00
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